Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui pers sebagai
perbuatan melawan hukum (studi kasus terhadap gugatan Soeharto
melawan majalah Time)

Maria Estheralda, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20322251& | okasi=lokal

Komunikasi dan informasi merupakan kebutuhan yang fundamental sifatnya bagi manusia dalam kehidupan
modern dewasa ini. Melaui informasi manusia memperoleh pengetahuan, pendidikan maupun hiburan yang
bermanfaat bagi dirinya. Oleh karenaitu kehidupan manusiatidak dapat dipisahkan dari informasi yang
merupakan produk dari dunia pers. Dalam penyajian suatu informasi bagi dunia pers seringkali terjadi suatu
penulisan atau pemuatan berita yang dirasakan merugikan pihak lain, yang menjurus kepada suatu perbuatan
melawan huKum khususnya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adanya penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik sering sulit untuk dibuktikan bahwa telah terjadi penghinaan tersebut. Hal. ini
disebabkan dalam KUH Perdata "sendiri tidak terdapat definisi yang jelas dari penghinaan tersebut.
Sehingga para sarjana seperti Wirjono Prodjodikoro misalnya mengatakan bahwa - titik berat dari soal
penghinaan berada dalam |apangan dunia perasaan yang bersifat sekonyong-konyong dan biasanya tidak
memberikan kesempatan berpikir secara tenang dan tenteram apakah sebetulnyais dari perkataan orang
yang dikatakan menghinaitu. Tetapi hal yang nyataialah bahwa pada waktu kata-kata itu diucapkan, sudah
ada kesan dari ucapan itu dan mungkin perasaan seseorang sudah tertusuk waktu itu, padahal ia belum
sempat berpikir tentang apakah maksud sebenarnya dari ucapan itu. Pada akhirnya hakimlah yang akan
menentukan batasan-batasan tertentu dalam praktek di pengadilan. Dalam dunia pers sendiri telah ditentukan
batasan-batasan bagi wartawan dalam menyajikan suatu berita yaitu Kode Etik Jurnalistik dan UU Pokok
Pers, untuk menghindari penulisan yang bersifat menghina dan/atau mencemarkan nama baik. Dalam
praktek di pengadilan, pemberitaan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan umum tidak dapat
dikualifikasikan sebagai penghinaan menurut pasal 1376 KUH Perdata. Contohnya adalah berita-berita
mengena KKN yang perlu diketahui masyarakat seperti informasi mengenai dugaan KKN yang dilakukan
pejabat negara, kolusi dengan pihak swasta dan konglomerat dan nepotisme dengan keluarga pejabat negara
adalah berita yang masuk dalam pengertian kepentingan umum. Dalam pemberitaan mengenai kepentingan
umum tidak ternyata adanya maksud untuk menghina sehingga bukan merupakan suatu perbuatan melawan
hukum dalam hal penghinaan dan/atau pencernaran nama baik.
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